BAB II

ANTI KORUPSI DAN KRITERIA KESHAHIHAN HADIS

A. Definisi Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin, corruptio dari kata kerja
corrumpere, yang berarti: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan,
menyogok. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris,
yaitu corruption, corrupt, Perancis yaitu corruption;dan Belanda yaitu
corruptive,koruptie.*' Dari Bahasa Belanda inilah kata ini turun ke dalam Bahasa
Indonesia. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi berasal dari kata korup
yang berarti busuk, palsu, penghianatan, suap mcnyuap. Korup juga berarti
menyogok, menyelewengkan barang milik Negara atau perusahaan, menerima dan
menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, menyclewengkan  dan
menggelapkan uang Negara atau perusahaan tempat sescorang bekerja untuk
kepentingan pribadi atau orang lain.

Definisi korupsi cukup banyak dan masing-masing definisi memiliki
perbedaan nuansa. Akan tetapi the GOPAC Handboo': cn Controlling Corruption

barangkal dapat dipakai. Dalam buku itu dikatakan,

Korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) publik untuk
memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan.
Korupsi terjadi bila seorang peiabat publik menerima, meminta, atau meminta paksa
bayaran, atau bila agen privat menawarkan sebuah tayaran untuk menerobos hukum
demi kenntungan kompetitif atau keuntungan pribzdi (corruption as ine abuse of
public position for private, individual or group to whom one owes allegiance. It

3 Garamond, Koutledge iv ar: imprint ¢f the iaylor,(Maltz.:Gutenberg Press, 2002), 99
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occurs when a public official accepts, solicity, or exiorls payments, or when private
agents offer a payment to circumvent the law for corietitive or personal or personal
advantage)

Dari segi motivasi atau alasan korupsi, pada dasarnya ada dua macam, yakni
yang bersifat need based dan greed based. Yang pertama adalah korupsi karena
desakan kebutuhan atau demi survival, demi menyambung kchidupan. Yang kedua
adalah korupsi karena dorongan keserakahan yang tidak yang tidak mengenal batas
atau limit. Si pelaku korupsi ingin “menclan™ dunia. Padaha' seperti yang Kkata
Mahatma Gandhi, dunia diciptakan Tuhan dapat memenuhi kebutuhan manusia,
tetapi tidak raungkin memenuhi kescrakahan manusia.””

Daiam Bahasa Arab, istilah korupsi baru ditemukan dalam kamus-kamus
modern sepeiti Al-Munawir. Padanan kata korupsi diambil dari kata Ghulul.
Menurut Sayed Husein alatas, korupsi tidak saja berada dalam keuangan Negara
(material benefid), tetapi korupsi mencakup beberapa penyimpangan perilaku
sebagai berikut:

a. Korupsi paling rendah adalah perilaku yang terkait dengan pengkhianatan
terhadap kepercayaan

b. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), seperti: nepotisme dalam
pengangkatan sanak saudara, teman-tcman atau rekan politik tanpa memandang
jasa mereka maupun konsekuensinya terhadap kesejahteraan pﬁblik, termasuk

pemberian nilai bagus kepada mahasiswa, k:.rena anak atau kerabat pimpinan.

% Abdul Basyir, Kejahatan Korupsi Menyandera Negara,
(fxpforumkaderpeduli blogspot.com,13 Mei 2010)



Sekalipun perbuatannya tidak memberikan keuntungan materiil tindakannya
dapat discbut korupsi.”?

Semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mendatangkan keuntungan
(materiil kenefir), baik untuk dirinya, keluarga, institusi, dan primodial tertentu.
Pertama, ditujukan kepada pejabat yang menerima pemberian hadiah dari seseorang
dengan tendensi mencari perhatian isumewa pada Kkepentingan-kepentingan si
pemberi. Keduu, pejabat yang menyelewengkan dana public untuk kepentingan
dirinya sendiri. Dengan demikian, korupsi adalah penempatan kepentingan-
kepentingan publik dibawah tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas
dan kesejahteraan.

Terdapat dua arti korupsi: Pertama, buruk, 1usak, busuk, suka memakal
barang orang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melakui kekuasaannya
untuk kepentingan  pribadi.  Pengertian kedua adalah penyelewengan atau
penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang
lain.

Seorang patologi sosial yaitu Kartini Kartono yung mendefinisikan korupsi
sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenung atau kekuasaan  guna
mengeduk keuntungan pribadi, mcrugikan kepentingar: umum dan negara.

‘Sedangkan Jeremy Pope, menyebutkan bahwa korupsi adalah

menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Di

YFakhrur Rozi, Urgensi Hadis-Iladis Anti Korupsi Dclam Upaya Pemberantasan
Kerupsi,(em. pendis kemenag.go.id/Dokpdfijurnal/07-teologia.pdf, 15 Maret 2010)
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samping itu, Azyumardi Azra setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Leiken
bahawa korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik untuk mendapatkan
keuntungan pribadi atau manfaat publik. Menurut Azyumardi Azra, pengertian
tersebut bersifat minimalis tetapi juga mencakup hampir seluruh bentuk Kasus
korupsi. Selain merujuk pada Husein Alatas yang menyebutkan bahwa korupsi
adalah penyalahgunaan amanzah untuk kepentingan pribadi.”

Dengan mengacu pada beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa
definisi korupsi secara umum adalah menyelahgunakann kewenangan, jabatan atau
amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau
kciompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Yang mengandung

unsur:

—

Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta

Negara atau masyarakat, dan juga perusahaan.
2. Melawan norma-norma yang sah dan berlaku.
3. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang ada pada dirinya.

4. DNemi kepentinpan dirinya sendini, keluarga, atau korporasi lembaga

tertentu.

5. Merugikan pihak lain.

?* Majlis Tarjib dan Tajdid PP Muhammadiyah, Figih.. ...h.12 (mengutip dari dari Jeremy
Pope, Starategi Memberantas Kerupsi
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Disebutkan bahwa apabila mengambil pada khazanah hukum Islam, maka
sulit untuk mendefinisikan korupsi secara scbagaimana dimaksud dengan korupsi
yang dikena! pada saat ini. Namun demikian, ternyata korupsi merupakan sebuah
istilah yang mengacu pada praktck kecurangan dalam transaksi antara manusia,
schingga istilah tersebut dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi
tindakan curang yans dilarang dalam hukum Islam.
Sedangkan ciri-ciri korupsi, perbeda dengan tindakan kriminal seperti
perampokan. Syed Husain Alatas ada beberapa ciri-ciri korupsi, antara lain:
| Korupsi senantiasa melibatkan lebih satu orang
2 Korupsi pada umumnya dilakukan sccara rahasia, kecuali apabila telah

merajalela.
3. Pelaku korupsi biasanya berusaha untuk menyclubungi perbuatannya

dengan berlindung dibalik kcbenaran hukur:.”?

Sedangkan ciri-ciri korupsi dalam perundang—undangan Anti korupsi di
Indonesia yaitu:

1 Pasal 2 UU No.3l Tah

un 1999 jo. UU N().ZO Tahun 2001, Melakukan

diri sendiri atau orang lain atau suatu ke rporasi

perbuatan memperkaya

angan negara atau perckonomian Negara.

yang dapat merugikan keu

S
Anmti Korupsi Dulan: Upaya Pemberantasan

23 Fakhrar Rozi, { Jrgensi Hadis-Had's
Korupsi.(er:\.pcndis.kcmcnag,go.id/anpdf/jurnalx y7-teologia. pdf, 16 Maret 2010)
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2. Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan
Negara dengan maksud untuk tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
vang bertentangan dengan kewajibannya.

3. Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, Pegawai
negeri atau penyelenggara negara vang mecnerima hadiah atau janji
padahal diketahui, bahwa hadiah atau janji tersebut diberika karena
keckuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau
yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau jz;nji tersebut ada
hubungannya dcngan jabatannya.

4. Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, setiap orang
yvang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat jabatan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau olch pemberi hadiah atau janji yang dianggap

melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.”

2 www.idih.bpk.go id/infor masihukvm/ T _Tipikor pdfl 21Apnil 2010} * -
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B. Unsur-unsur Korupsi

Untuk mengidentifikasikan beberapa bentuk ekspresi yang disebutkan dalam
kitab fikih, maka terlebih dahulu harus diketahui unsur-unsur korupsi secara tepat:27

1. Ghulul

Konsep yang sering dihubungkan dengan Lorupsi karena dilihat sebagai
bentuk pengkhianatan atas amanat yang scharusnya dijaga. Secure lexical gull
barman al-ahzu al-shay’ wa dassahi fi mata’ihi ysita mengambil sesuatu dan
menyembunyikan dalam hartanya. Pada mulanya ghului mcrupakan istilah bagi
penggelap harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-
Asqalani gulul schagai al-hivanah i al-mauquan yaitu penghianatan pada rampsan
perang,

Istilah ini juga dapat digunakan untuk penvelewengan dalam bidang
pemerintahan atau penyelewengan yang dilakukan clch pejabat, alasannya adalah
hara. Kedua bentuk gulul tersebut adalah diharamkan sebab adanya unsur
merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan Negara.

Ada beterapa sebab bahwa gulul memenuhi semua unsur korupsi karena:

1. Ghulul terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri

maupun kelompok tertentu.

Y Ibid,
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2. Ghulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan
negara karena ganimah dan hadiah yang digelapkan oleh pelakunya

yang menyebabkan tercecernya hak orang lain dan negara.
3. Gthuldul terjadi disebabkan adanya penvalahgunaan wewenang.

4. Ghulul merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama yang

dapat merusak moral masyarakat.
2. Risywah

Sccara leksikal risywah mengacu pada kata rasya-varsyu-risywatan yang
hermakna a/-ju’i yang berarti upah, hadiah pemberian, komisi. Sedangkan risywah
(penyuapan) secara terminology adalah tindakan memberikan harta dan yang
semisainya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan hak milik
orang lain.

Namun dalam hal ini, persamaan risywah dengan istilah sogok dalam bahasa
Indonesia lebih identik dengan korupsi karena istilah tersebut mengandung cakupan
yang lebih luas. Bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang tidak
unsur suapnya. Dengan kata lain risywah tidak sama persis dengan korupsi. Namun,

merupakan salah satu bentuk ekspresi dari korupsi.

24



3. Khianat

Secara umum khianat berarti tidak menepati janji. Dalam al-Quran surat al-

anfal ayat 27 telah dijelaskan tentang larangan menghianati amanat sesame manusia

Yang dimaksud dengan amanat sesama ad:lah meliputi amanat politik,
ekonomi, bisnis. Khianat dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman
barang yang telah dipinjamkan. Khianat merupakan sifat yang melekat pada gulul
scbagaimana Shadiq dalam tafsimya menyebutkan mengkorup sesuatu berarti
menyembunyikan sesuatu ke dalam hartanya dan menyembunyikan kemudian
menghianati satu batang ke dalam hartanya.

4. Mukarab atau Gasab

Konsep lain yang dapat vang dapat dihubungkan denzan korupsi adalah
mukarab dan ghasab karena dalam segi menghilangkan kekuasaan orang yang
berhak dengan menetapkan orang yang berbuat batil secara terang-terangan dan
tidak secara rahasia pada harta harta yang berharga dan dapat dipindahtangankan.
Adapun pergcrtian mukabarat bersifat lebih umum, yaitu meliputi eksploitasi secara
sah atas benda manusia. Dengan pengertian ini, maka dapat dikatakan gasab
merupakan tindakan menguasai harta milik orang lain berdasarkan kekvatan dan

kekuasaan.
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S. Saraquh (pencurian)

Konsep lain vang biasanya langsung dihubungkan dengan korupsi karena
popular konsep perpindahan hak atas harta secara paksa. Saraqah adalah tindakan
mengambil harta orang lain, secara sembunyi-scmbunyi, dan diletakkan pada tempat
semestinya tanpa pemberian amanat pada pelaku.

C. Sebab-sebab Korupsi

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Sign (1974) menemukan
dalam penelitiaanya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan
moral, tckaran ckonomi, hambatan struktur administrasi, dan hambalan'sosial‘28

Quah berpendapat dalam penclitian yang dilakukan olch Leslie Palmier
(1985). Palmier mengidentifikasikan beberapa faktor yang menjadi penyebab
korupsi, yaitu Perfama, Faklor kesempatan, Kedua, Gaji rendah, Ketiga, Pembuat
kebijakan.

Sementara itu ada beberapa peneliti menyatakan sebab-sebab terjadinya
korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pcninggalan pemerintahan kolonial
2. Kemiskinan dan kctidaksamaan
3. (3aji yang rendah

4, Pcrsepsi yang popular

®Erika  Ravida,Dra,MS, Corupsi  di Indonesia Masalah dar solusinya,(library
usu ac.id/download/fisip/fisip-erikal.pdf. 13 Februari 2010), 2.
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5. Peraturan yang bertele-tele
6. Pengetahuan yang tidak cukup dibidangnya

Disisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi
yaitu:

1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

2. Administrasi vang lamban, mahal, dan tidak uwes.

Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat

LI

pemerintah dengan upeti dan suap.

4. Perilaku korupsi dianggap hal yang biasa, tidek diznggap bertentangan

dengan mioral, sehingga orang beriomba untuk korpsi.

5. Mcnurui kebudayaannya, orang Nigeria tidak dapat menolak suap dan

korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

6. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan

organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.”

Dari pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulakn bahwa sebab-sebab
terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:
1. Gaji yang rendah, kurang scmpurnanya peiaturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

2 Ibid, 3.
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2. Warisan pemerintah kolonial.

3. Sikap mental pegawai vang ingin cepat kayva dengan cara yang tidak
halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak pengetahuan pada bidang

pckerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
D. Akibat-akibat Korupsi

Adapun akibat korupsi adalah:
1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap

penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. Pengurangan kemampuan araratur pemcrintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc Mulan (1961) menyatakan bushwa akibat korupsi adalah
ketidakefisienan, ketidakadilan,  rakyat  tidak = mempercayai  pemerintah,
memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha
{crutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, peinbatasan dalam kebijaksanaan
pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dépal disimpulkan a':ibat-akibat

korupsi diatas adalan sebagai berikut:
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1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal.
2. Taia sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar

negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidak:stabilan politik.

Tata administrasi tidak efisien, kurangnva kemampuan administrasi,

K8

nilangnya keah'ian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan

kebijaksanaan pemerintah,pengambilan tindakan-tindakan represif.

5. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan Negara dan merusak
sendi-send!  kebersamaan serta memperlambat  t2rcapainya  tujuan

nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Penangeulangan Korupsi

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin
mencapai tujuannya. Anti korupsi adalah cara penanggulangan korupsi dalam segala
aspeknya. Ada beberapa upaya penanggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli
yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. ™
Caiden (dalam Soerjono,1980) memberikan langkah-langkah untuk

menanggulangt korupsi yaitu membenarkan tindakan yang semula dikategonkan

kedalam korupsi menjadi tindakar yang legal dengan adanya pungutan resmi.

0 Glul Albais A ¢ Z:Memmbuhize bangken Sp:rit Anti korupsi (Surabaya, JP Books, 2009), §
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Dipihak lain, celah-celah yang membuka untuk kesempatan untuk korupsi harus
scgera ditutup, begitu halnya dengan halnya dengan struktur organisasi harus
membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggungjawab pimpinan dalamn
pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada
pelakunya.
Selanjutnya, Myrdhal (dalam lubis, 1987) memberi saran penanggulangan
korupsi yaitu:
1. Agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administrasi
yang menyangkut perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan

dipertegas.
2. Mengadakan pengawasan yang lebih keras.

3. Kehijaksanaan pribadi  dalam  menjalarkan kekuasaan hendaknya

dikurangi sejauh mungkin.

4. Gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosialnya

diperbaiki dan lebih terjamin.
5. Satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat.

6. Hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabar yang korupsi dapat lebih

cepat diambil.
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7. Crang-orang yang menyogok para pejabat larus ditindak juga.3 :

Persoalan korupsi heraneka ragam cara metihatnya, oleh karena ity cara
pengkajiannya pun bermacam-macam juga. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segl
deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari scgi induktifnya yaitu mulai melihat
masalah praktisnya, juga harus dilihat apa yang menyebabkan iimbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan Korupsi ebagai berikut:

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggungjawab guna

melakukan partisipasi politik dan control sosial, dengan bersifat acuh tak

acuh.

2. Menanamkan sifat amanal atau kepereavaai. dalam segala aspek.

3. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan

kepentingan sosial.

4. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan

menindak korupsi.

5. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas, dan

menghukum tindak korupsi.

6. Reorganisasi dan rasionalisasi pemerintah, melalui penyederhanaan

jumlah departemen, beser:a jawatan dibawahnya.

M Ibid, v
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7. Adanya system penerimaan pegawai yang berdasarkan achievement dan

bukan berdasarkan sistem ascripstion.

8. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non politik demi kelancaran

administrst pemerintah.

O

Menciptakan aparatur Negara yang jujur.

10 Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat vang mempunyai tanggung

jawab etis tinggi dan diimbangi dengan system control yang efisien.

11 Pencatatan ulang terhadap kekavaan perorangan vang mencolok dengan

mengenakan pajak yang tinggi. 2

Reberapa model anti korupsi sehagat herikut:
a. Model anti korupsi becker dan Klitgaard

Hunction merumuskan korupsi dalam 8 beniuk, yaitu: jraud, politicul
bargains, embeczzlement, bribery, favoritism, extortion, ubuse of disrection, and
conflict of interest.

Sedangkan Becker dan Klitgaard menyatakan bahwa bentuk-bentuk korupsi
sebagaimana lersebut dapat didekati dan dipecahkan duri satu perspéktif, yaitu
perspektif teoritis. Dalam perspektif teori, Becker dan Klitgaard merumuskan tiga
model pemberantasqn korupsi, yaiiu: Principal-ugent or agency modls; new public

management perspectives; dan neo-economics framewc .

*? Kartini Kartono, Pathologi Snsial, (Takana:CV Rajawzii Press, 10843, 37
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Dalam pandangan Klitgraard (1998), “Princijul-agent or agency models
adalah model yang cocok diterapkan pada pemerintai: yang dipimpin oleh seorang
diktator yang baik dan pemerintahan yang kepala /principal)-nya memotivasi
pegawainya agar memiliki integritas dalam menggunakan berbagai sumber daya
publik. Sementara Becker menyebut model ini sebagai crime and punishment
model. karena itulah model ini sering digunakan.®

Menurut Principal-agent or agency models ini, korupsi bisa dikurangi
dengan 4 cara, yaitu:

1. Mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki

pejabat (baik sebagai birokrat, professional, maupun politisi)

to

Mengurangi kesempatan men:peroleh keuntungan dari setiap transaksi

Meningkatkan kemungkinan akscs untuk pendeteksian

L)

4. Meningkatkan hukuman bagi koruptor
Klitgaard merumuskan bahwa dalam memahami korupsi, ada tiga faktor
yang perlu diperhatikan, yaitu : Monopoli (M), Disrection (D), dan accountability
(A). Korupsi terjadi jika terdapat akumulasi monopoli dan diskresi yang tidak

disertai tanggung jawab (Accountability).

C=M+D-A

Bebcerapa syarat dan langkah dan langkah yang dapat dilakukan untuk =

mengurangi korupsi:

M Ibid, 49
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Mampu menegakkan  peraturan perundangan (rules-driven

government)
2. Mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat
3. Mampu membatasi diskresi kepada pejabat publik
Ulul Albab menyatakan bahwa model yang diterapkan oleh Klitgaard dan
Becker cocok diterapkan untuk memberantas korupsi birokrasi, terutama dari sisi
pencegahan ( preventif)
b. Madel anti korupsi.John S.T.Quah
Johr S.T Quah menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah serius di
banyak Negara Asia. Dalam pandangan Quah tingg: rendahnya korupst di suatu
Negara sepertinya tergantung pada sifat dasar p:nyebab-penyebab terjadinya
korupsi dan pada taraf keefektifan ukuran-ukuran anti korupsi yang diperkenalkan
oleh pemerintah Quah mengidentifikasikan bahwa seseorang bahwa seseorang akan
memiliki kecendrungan melakukan korupsi jika:
1. Gajinya rendah
2. Mermpunyai kesempatan melakukan korupsi
3. Menganggap korupsi merupakan perbuztal, yang resikonya ringan
dengan hasil yang besar™ .
Quah berpendapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Leslie ~almier

(1985).-'Pa!mier mengidentifikasikan beberapa faktor yang menjadi penyebab

3 Ibid, 47
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korupsi, yaitu Pertama, Faktor kesempatan, Kedua, Gaji rendah, Ketiga, Pembuat

kebijakan

Dengan kata lain, korupsi akan tumbuh subur jika per individu pegawai

pemerintah mencrima gaji yang amat kecil, memiliki peluang yang besar untuk

melakukan korupsi, serta beranggapan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan

vang hukumannya ringan.

Sebuah gagasan yang menarik Quah tentang hai ini adalah yang

dikemukakan oleh Narasimhan (1997), scorang mantan direktur Biro Pusat

Investigasi (CBI: Central Bureau of Investigation) di India. Ia menyatakan bahwa

ada 3 macam ukuran anti korupsi, yaitu:

bJ

Preventif (bersifat pencegahan) berkaitan dengan upaya pemilihan dan
administrasi yang bertujuan menjadikan semua transaksi pemerintah
lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Punitif (bersifat menghukum) berkaitan dengan penegakan hukum,
meliputi pembuatan dan penerapan hukum dan aturan perundang-
undangan yang memungkinkan dilakukan penyelidikan dan hukuman
efektif.

Promorsional (bersifat mendorong) fokus pada penggéla;ngan yang
berbasis nilai, penanaman prinsip moral dan etika pada generasi muda di
sekolah-sckolah maupun perguruan tinggi, serta mengucilkan pejabat

yang korup dari masyarakat.
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Quah kemudian mencoba lebih memfokuskan perhatian pada ukuran-ukuran
punitif, yang digunakan di scjumlah ncgara, yaitu di Hong Kong, India, Mongolia,
Filipina, dan Singapura. Penggunaan ukuran bersifat positif ini dirancang untuk
mengurangi peluang korupsi dengan cara meningkatkan hukuman pada pelaku
korupsi. Hasil tulisan yang dilakukan oleh John S.T Quah melaporkan bahwa ada
tiga model anti korups! yang ditcrapkan adalah:

1. Anti-corruption legislation with no independent agency (adanya
peraturan perundang-undangan anti korupsi tanpa adanya badan anti

korupsi yang independent)

to

Anti-corruption legislation with several agencies (ada undang-undang
anti korupsi disertai dengan adanya lemuaga anti korupsi. Pola kedua
ini mengkombinasikan undang-undang anti korupsi dengan beberapa
lembaga anti korupsi. Pola ini dipraktikkan di India dan Filipina.

3. Anii-corruption legislation with an indenendent agency (ada undang-
undang ¢nti korupsi disertai dengan adanya satu lembaga anti korupsi
yang independent). Singapura dan Hong Kong menerapkan ko nbinasi
ini untuk menghambat korupsi.

Dengain pola tersebut, Singapura dan Hong Kong lebih menitikberatkan
adanya 3 faktor penyebab korupsi (yaitu gaji yang rendah, terbuxanya peluang untuk
melakukan korupsi, lemahnya hukum dan hukuman ‘bag: pclaku korupsi) untuk

ditangani secara serius dan relevan. Dengan adanya undang-undang anti korupsi dan
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satu lembaga anti korupsi yang independent, maka tiga penyebab korupsi tersebut

dapat diantisipasi.

Pada bagian akhir laporan tulisannya, Quah merckomendasikan bahwa

untuk lebil mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, ada =nam pelajaran yang

harus dicerrnati, yaitu:

1.

Commitmen of the political lealership is crucial. Yang penting dalam
pemberantasan korupsi adalah adanya komitmen kepemimpinan politik
pada antikorupsi. Para pemimpin politik tidak saja secara tulus
verkomitmen untuk menghapus korupsi, tetapi mereka juga seharusnya
membenkan contoh bergaya hidup yang sederhana, santun, dan bebas
dari praktik-praktik korupsi. Hukum anti korunsi memungkinkan bahwa
siapapun yang melakukan korupsi, apakah kelas kakap atau kelas ten,
akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Compherehensive strategy ageﬁcy is more effective. Strategi yang lebih
efektif’ adalah strategi yang komprehensif. Artinya, tiga penyebab
korupsi yang ada harus ditangani secara komprehensif, tidak parsial.

The Anti-corruption agency must itself be incorruptible. Lembaga anti
korupsi harus tidak dapat disuap. Untuk memastikan integritas lembaga
anti korupsi dalam mengekang korupsi, lembaga tersebut harus dikontrol
atau diarahkan oleh seo.rang pemimpiin yang jujur dan tidak korup. Jika
ada anggota lembaga ini yang melakukan korupsi, maka harus dihukum

lebih berat dan dipecat dan lembaga ant: korupsi.
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4 The Anii-corruption agency must be removed from policy control.
Lembaga anti korupsi harus digeser dari kendali kepolisian. Ini seperti
yang dilakukan oleh Singapura dan Hong Kong, setelah kedua negara
terscbut memisahkan dan meniadakan pengaruh dari kepolisian. Sebab
kepolhisian masih banyak dihinggapi oknum yang tidak bersih, yang perlu
dibersihkan oleh lembaga anti korups! yang mdependent itu.

5 Reduce opportunities by raising salaries if country can afford to do s0-
Mengurang korupsi dengan menaikkan gaji Negara tersebut dapat
mcl-e.kukan.35

¢. Modect anti korupsi Bank Dunia
Saat ini, konsepsi dan teorisasi model-model pemberantasan korupsi terus
dikembangkan Seiring dengan gerakan gerakan pembcerantasan korupsi pada skala
global. Bank dunia, misalnya, mengembangkan dan racrekn.nendasikan The World
Bank Anti-Coriuption Strategy. Model yang direkomendastkan Pank Duma tersebut
meliputi ima strategi, Yaitu:

1. Competitive private sector yang ditempuh inslalui kebijakan peraturan,
simplikasi perpajakan, stabilitas ekonomi makro, dan mengurangi
monopoli.

2 Strategi Political Accountability, yang narus ditempuh dengan cara
Kopetisi  poitik  yang -schal, transparansi kcuangan partai politik,

mengumumkan assct dan harta kekayaan ke public.

——-—_____ﬂ—-——-—____' o

3 Ibid. 53

38



W

Strategi Civil Society Participation yang berarti harus ada kebebasan dan

keterbukaan infornmasi, harus ada public hearing untuk setiap rancangan

kebijakan yang akan diputuskan, serta memberi peran yang cukup besar

kepada media dan LSM.

4. Strategy Institusional Restraints on Powcr, yang dapat ditempuh dengan
cara menciptakan pengadilan yang indepedcn dan efektif.

5. Strategi Public Sector Management, yang bisa ditempuh melalui

profesionalisasi pelayanan kepada masyarakal.s(‘

36 1bid, 72
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The World Bank Anti-Corruption Strategy

Competitive
Private Sector
- Delegation

- Tex Simplication

- Macroeconomic stability

- Demonopolisatior:
Publik sector management T Political Accountability
- Professional civil service - Political competition
- Decentralization Anti - Transparancy in party
- Tax+Customs A Corruption - financy
- Sectoral service delivery Strategy - Assel declaration
// \\
Institutional Restraints Civil Society Partipation
on power - Freedom of
- Independent / effective information
judiciary - Publik hcaring of draft
- Independent laws
prosection - Role for media

f. Model anti korupsi Hong Kong SAR
Hong Kong mempunyai kekuatan yang terletak pada independensi dan
profesionaiitas lembaga anti korupsi, yaitu ICAC (/ndependent Commision Againts
Corruption). Struktur organisasi ICAC dinilai oleh paia pengamat penulis
antikorupsi scbagai struktur organisasi yang cfektif. Organisasinya berbentuk

komisi. Dipimpin cleh seorang komisiviler yang tugas utamanya meliputi:
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menerima  pengaduan  masyarakat, melakukan penyidikan, penyelidikan,
pemeriksaan, memberi naschat kepada pejabat publik bahkan masyarakat biasa agar
terhindar dari praktik korupsi, memberi nasihat kepada departemen dan institusi
pemerintahar agar bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan
hukum vang berlaku, mendidik masyarakat umum untuk antikorupsi, dan
menggalang dukungan publik untuk terus konsisten memberantas Korupsi. Untuk
menjalankan tugas-tugas tersebut, komisioner dibantu oleh tiga kepala divisi /
departemen, yaitu:

1. Departemen Pencegahan Korupsi (Corruption Prevention Departemen)

2. Departemen Operasi (Operations Departemen)

Departemen Hubungan Masyarakat (Community Relations Departemen)

L)

Struktur organisasi tersebut scbenamya relatif sudah banyak dikenal dan
dipraktikkan. Artinya, Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hong Kong agaknya
tidak discbabkan oleh bentuk dan model struktur organisasinya, tetapi lebih
disebabkan olch adanya komitmen yang tinggi dari semua elemen masyarakat Hong
Kong, mulai pejabat puncak hingga masyarakatnya.

Keberhasiian pemberantasan korupsi di Hong Kong disebabkan oleh:

I. Adanya Political will pemcrintah, baik pada zaman kolonial Inggris

maupun pada zaman Hong Kong SAR, yang meneruskannya untuk
sungguh-sungguh memberantas korupsi, baik me'alui cara represif

maupun preventif dan kependidikan kepada masyarakat.
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2. Masih terjaminnya integritas dan kejujuran hakim pada waktu ICAC
dilahirkan.
3. Adanya budget yang sangat besar.
4. Pemanfaatan teknologi canggih dalam meizksanakan semua kegiatan.
5. Diikutsertakan masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi. *’
F. Kriteria Xcsahihan Hadis
Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepak iti oleh

para muhadditsin. 1a berpendapat :

Juat Jin sala] Jran gl dadt gl g ¢ ) gl Wl
Sy 1315 0,5 Vi olgze ) oLl

"Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai
kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) vang ‘adii dan dlabith sampai
akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejauggalan (syadz) dan
cacat ('illar)" *®
Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan

bahwa kesalthan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni :

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari mukhorrij sampai kepada
Nabi.

2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat ‘ad/ dan dlabith.

3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan

(svad=) dan kecacatan (‘illar),

Y Ut Albab, 4 10 Z Korupsi-AMenumbubkembangtan Spivit Korupsi, (Surzbaya: Jp Boeks,
2009), 72
%M. Syuhudi Ismail, Metodologi Kesahihan Hudis Nabi, Cetakan ke-1 (jakarta: Bulan

Bintang, 1992), 64
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Dar rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis
Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan
kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila
kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

a. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis
Merujuk kembali pada definisi Ibnu al-Shalah di atas, maka suatu hadis
dianggap sahth, apabila sanadnya memenuhi hhma syarat :
1. Sanadnya bersambung (muttashil)
2. Rawinya bersifat ‘ad/
3. Rawinya dlabith
4. Rawinya tidak mengalami kejanggalan (svad-)
5. Rawinya tidak cacat (her'illar)

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi
memenuht lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan
yang disebut ilmu rial al-hadits, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas
keberadaan para transmitter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap data-
data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini
Juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para transmitter

. '\“
hadis terscbut.

* Suryadi, Metodologi limu Rijalil Hadis, Cetakan be-1 (Yogyakarta: Madani Pustaka
Hikmah, 2003}, ¢
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llmu Rijal Al-Hadits mempunyai dua anak cabang, yakni Ilmu 7arikh Al-
Kuwah dar. [Imu A/l-Jarh wa Al-Ta'dil.*°
a) llmu Tarikh al -Ruwah
llmu 7arikh al-Ruwah didefinisikan sebagai :
.azoo o ),’r:: -‘ - :« ._o'.o_.'l F Y .’lo °
il iy p SIS (A ot iy S ol o

"llmu yang membahas tentang rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan
dengan periwayatan mercka terhadap hadis""!

Dengan ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi
yang menerima, menyampaikan atau yang melakukan transmisi hadis Nabt SAW
sehingga para rawi yang dibahas adalah semua rawi baik dari kalangan sahabat, para
tabi'in, paru tabi' tabi'in sampai mukhorrij hadis.

Informsi sejarah para rawi ini bisa diperolei melalui literatur-literatur yang
telah disusun oleh para pemerhati ilmu hadis dalam kitab-kitab yang
diklasifikasikan dalam bentuk bermacarn-macam, seperti dalam bentuk sistem tarikh
(misalnya kitab Tarikh Al-Ruwah karya Yahya Ibnu Ma'in dan kitab Al-Tarikh Al-
Kabir karya Abu 'Umar Ahmad Ibn Sa'id Al-Shudafi),*? sistem thabagat (misalnya
kitab Al-/hubagat Al-Kubra karya Muhammad Ibn Sa‘ad Ibn Al-Mani' dan kitab
Thabagqat Al-Ruwah karya Abu 'Amr Khalifah Ibn Khavyath Al-Syuibani).?

Berdasarkan nama, kunyah dan laqab (misal kitab a/-Asma' wa al-Kuna karya

“ ybid., 2, baca juga Fatchir Rahman, lkhusar Musthalahul Hadits, Cetakan ke-10
(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 293
' 'Ajjaj al-Khatib, Ushul al- Hadits ‘Ulumuhu wa Mushinalahuhu, (Beirut: Daar al-Fikr,
1975), 253
' Suryadi, Metodoiogi Himu ..., 18
“ Ihid., 21
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Ahmad bin Al-Hanbal dan kitab a/-Kuna karya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Al-
Razi)."*
b) Ilmu Al-Jarh wa Ai-Ta'dil
Apabila di definisikan secara global, 'Ajjaj al-Khathib berpendapat ilmu A/-
Jarh wa Al-Ta'dil adalah:

.25 ofo -, ] - ’Jo °
| |
‘/

. o2t o L4 Lo £ e
.Lﬁb)_) r_ébfb)dﬁwwe\})\tj\j}\&wksj\jlﬁ_u

"llmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau

ditolaknya periwayatan mereka".*’

NDalam ilmu al-jarh wa al-ta'dil dikenal heberapa kaedah dalam men-jarh
dan men-ra'dil-kan perawi, diantaranya:*®
o . J‘X:l’o o &
~ A e pas sl
&’ NI \ e

“Peniiaian ta'dil didahulukan atas penilaian jarh".

Dalam kaidah ini, apahila ada kritikns yang memuji seorang rawi dan ada
juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut,
alasannya karena sifat terpuji itu merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela
adalah sifat yang datang kemudian.

o 03 Loezls s 00
J.,,u.ﬂ S pdie - A
"Penilaian jarh didahulukan atas penilaian fa'dil”

Kcbalikan dari kaidah pertama, dalam hal ini yang didahulukan adalah

kritikan yang berisi celaan tersebut. Hal itu karena didasarkan pada asumsi bahwa

“‘.’ Ibid., 23
** ‘Ajjaj al-Khathib, Ushul ol-Hadits..., 261
“ M. Syuhudi Ismzil, Metudologi Fenelitian ..., 77-81

45



pujian itu timbul karena persangkaan baik dari pribadi <r.tikus hadis, sehingga harus
dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat
yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama figh dan

ulama ushul figh.

Jé’.”)o”, r:f’ 2.0 ,o}ofl:,h, ,o’.,’::
el A 5 15) V) Jaad) (Send Jaed ’Qu.-\ e 3

"Apabila tcrjadi pertontangan antara pujian dan cclaan, maka yang harus
dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan

penjclasan tentang sebab-sebabnya”.

Kaid«h ini banyak dikemukakan oleh jumhur ulama kritikus hadis dengan

catatan, penjclasan tentang ketercelaan itu harus relevan dengan upaya penelitian.

@ s s

AR 5T 1R 6 Linls £ U Ol 1)
"Apabiia kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang
dla'if, \naka kritikannya terhadap orang yang tsiggah tidak diterima”.

Kaidah juga banyak didukung oleh ulamna ahli kritik hadis.

-

‘o 0 5,{0’, ,o‘ /o/‘ ozo}’o -
el W s N IGN H JR Y

"Al-Jarh tidak ditcrima, kecuali sctclah ditctapkan (ditcliti sccara ccrmat) dengan
adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya”.

Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik
dengan periwayat yang lain. Schingga harus diteliti sccara cermat agar tidak terjadi

kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan olch para ulama ahli kritik hadis.

!n,’ s 0! PP R g v o"
LY B yod 8lde e U :——J,L\

- -

"Al-Jarh yang dikemukakan olch orang yang mengalami permusuhan dalam
maszlzh keduniawian tidak perlu diperhatikan®.
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Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat
menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Pada dasarnya banyak sekali muncul kaidah-kaidah yang berkenaan dalam
hal ini, namun enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis.
Akan tetapi pada intinya, tujuan penelitian adalah bukan untuk mengikuti kaidah-
kaidah tertentu melainkan penggunaan kaidah-kaidah tersebut harus disesuaikan
dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi
penting untuk dilakukan sctelah sanad bagi matan hadis terscbut diketahui
kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah daiam hui kesahihan sanad hadis atau
minimal tidak termasuk 'berat' ke-d/a'if-annya.’

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yaig diajukan Ibnu Al-Shalah,
maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara
lain:

1. Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (syadz).
2. Matan hadis tersebut harus terhindar auari kecacatan ('il[ah).48
Schingga dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan

utama tujuan dari penelitian.

7 Ismail, Metodologi P-nelitian..., 123
“® Ibid,, 124
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Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang
baku dalam tahapan-tahapan penelitian matan. «<arena tampai(nya, dengan
keterikatan secara /efterlijk pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa
kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang
lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari
syad= dan ‘iila. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Ad~labi dalam kitabnya Manhaj
Nagd Al-Matan ‘inda Al-Ulama Al-Hadits Al-Nabawi mengemukakan beberapa
kriteria yang nenjadikan matan layak untuk dikritik, antara tain:*’

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.

2. Rusaknya makna.

3. Reriawanan dengan al-Quran yang tidak ada hemungkinan ta'wil padanya.

4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.

5. Sesuai duingan madzhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.

6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak
mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang
menuturkannya kecuali satu orang.

7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang bésar untuk

perbuatan yang kecil.

© Hyes, "Kritik Matan®, Jurnal Ushuluddin, Vol. VII/No.2/Desember 2004, 113-114, Litat
juga Ismail, Metodologi Penclitian..., 127 .
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Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu

matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama telah

mencntukan tolok ukur tersebut menjadi cmpat kategori, antara lain®;

1.

2.

Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.

Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.

Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan tolok ukur tersebut, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan

dalam melakukan penelitian matan, antara lain®";

1.

Scbagian hadis Nabi berisi petunjuk yang bersifat targhib (hal yang
memberikan harapan) dan farhib (hal yang men:berikan ancaman).

Dalam bersabda, Nabi menggunakan pernyataan atau ungkapan yang sesuai
dengan kadar intelektual dan keislaman orang vang diajak bicara.

Terjadinya hadis ada yang didahului oleh saatu peristiwa yang menjadi
sebab lahimya hadis tersebut.

Sebagian dari hadis Nabi ada yang telah termansuxh.

Menurut petunjuk al-Qur'an, Nabi Muhammad selain sebagai Rasulullah,
beliau juga adalah seorang manusia biasa.

Sebagian hadis Nabi ada yang berisi hukum (/dis ahkam) dan ada juga

yang berisi ajakan/motivasi demi kebajika: hidup duniawi (hadis irsyad).

%0 Ibid., 115, baca juga Ismai!, Metodologi Peneliian..., 123
3 Ismail. Metedologi Penelitiar ..., 129
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Dengan tambahan beberapa hal diatas, dapat dinyatakan bahwa walaupun
pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item
caja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain
yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

A. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan
ahli hadis, fugaha dan para ulama wushu/ figh lebih menyepakati bahwa hadis
merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Imam Auza'i malah
menyatakan bahwa Al-Quran lebih memerlukan sunnah (hadis) daripada sunnah
terhadap Al-Qur'an, karena memang posisi sunnah (hadis Nabi Muhammad dalam
hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman Al-Qur'an, serta
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mengikatkan apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman:
’,u.l’ '.z;o,l"’z o of ",'g - s ,5/;' PR :‘/?’.-
—EE i O SE ell edl I G P A DS A G
"Kami telah menurunkan Al-Qur'an kcpadamu (Muhammad SAW) secara
berkala, apgar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan
kepada mercka. Dan semoga mereka memikirkannya”. (QS. An-Nahl: 44)
Ayat di atas fnenjadi salah satu dalil nagly yang menguatkan fakta bahwa

kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai sunnah/hadis), ketetapan,

keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan

T yusuf Qardhawi, Studi Kritis as-Swiah, tetj. Bahrun Abubakar, Cet. Ke-1, (Bandung:
Trigenda Karya, 1995), 43

50



menurut M.M. Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada
penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.>

Namun, penerimaan atas hadis sebagai /uwjjah bukan lantas membuat para
ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap
dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk
kemudian dipadukan dengan Al-Qur'an scbagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian,
yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dla'if. Mengzriai teori kehujjahan hadis,
para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila
dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1. Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut para ulama ushuliyyin dan para fuquha, nadis yang dinilai sahih
harus diamalkan karcna hadis sahih bisa dijadikan hwjjch sepagai dalil syara ' 34
Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung
mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah me'alui penelitian sanad saja.
Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan
agar terhindar kecacatan dan kejanggalan.®® Karena bagaimanapun juga, menurut

Jumhur Al-Muladditsin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada

3 Muhammad Must=fa Azami, Metodologi Kritik Hadis, teri - (Pustaka Hidayah, tth.),24
%4 Mahmud ath-Thahhar, Taysir Mustholah ul-Hadits, Cet. Ke-5, (Ponorogo: Daar as-Salam

Pers, 2000), 25
35 NMuharimad Zuh, Hadis Nebi; Telach Historis dan Aetodelogis, Cet. Ke-2, (Yogyakarta:

‘Tiara Wacana Yogya, 2003), 1
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banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya
sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap thabagat.>
Namun bila ditinjau dari sifatnya, dapat diterima menjadi hujjah (magbul)
dan dapat ciamalkan (ma'mulun bihi). Klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua
bagian, yakni hadis magbul ma'mulin bihi dan hadis magbul ghairu ma'mulin bihi.
Dikatakan sebuah hadis itu hadis magbul ma'mulin bini apabila memenuhi
kriteria scbagaimana berikut:’
1. Hadis tersebut mulkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum,
tanpa syubhat sedikitpun.
2. Hadis tersebut mukhealif (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga
dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut rajih yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara
dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut nasih, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti
kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.
Scbaliknya, hadis yang masuk dalam kategori magbul ghoiru ma'mulin bihi
adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, mutasyabbih (sukar dipahami),
mutawaqqay fihi (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), marjuh

(kurang kuat dari pada hadis magbul-1ainnya), mansui-i1 (terhapus oleh hadis magbul

% Rahman, lkhtisar..., 119
Y Ibid. 144

52



yang datang berikutnya) dan hadis magbul yang maknanya berlawanan dengan al-
Qur'an, hadis murawattir, akal sehat dan /jma’ para ulama.®
2. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan harnpir sama dengan hadis sahih. Dalam hal
kehuijahan hadis hasan para muhadditsin, ulama usind figh dan para fugaha juga
hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan
dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada
juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ilbnu Huzaimah yang tetap
berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih
dahulu karena kejelasan statusnya.”” Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai
bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan
digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukur.
3. Kehujjahan Hadis Dla'if

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dla'if. Dalam hal ini
ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama:®

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti
amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan
olch Abu Balzar Tbnu Al-'Araby.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan fadha'il

al-a'mal dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar Al-

%8 Ibid., 145-147
% Ath-Thahhan, Taysir..., 45. Baca juga Nawir Yuslem, { Ilumul Hadis, Cet. Ke-1, (Jakarta:

Mutiara Sumber Widya, 2C61), 233
0 Rahman, /khtisar ..., 229

53



Asqalany adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan
hadis dla'if, namun dengan mengajukan tiga persyaratan®':

1. Hadis Dla'if tersebut tidak keterlaluan.

2. Dasar a'mal yang ditunjuk oleh hadis dla'if tersebut, masih dibawah
suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan
hasan).

3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut
benar-benar bersumber kepada Nabi.

B. Teori Pemaknaan

Bila. sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis,
maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang
pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti
matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya
karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya
faktor periwayatan secara makna. Secara garis hesar, penelitian matan dapat
dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi
kandungannya.®? Tentu saja, hal ini tidak lepas dari hontcks empat kategori yang

digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al-

Ubid., 230
52 Yuslem, Ulumul ..., 364
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Qur'an, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda
kenabian).
a. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menycbabkan penelitian matan
dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai
ke tangan mukharrij masing-masing tclah melalui s:jumlah perawi yang berbeda
generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut
dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata
ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yaug dihadapi, penelitian matan
dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mcndapatkan pemaknain yang
komprehensif dan obyektif. Beberana metode yang diguriakan dalam pendekatan
bahasa ini adalah: |

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang, sama

Pendetcksian lafadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui
beberapa hai. antara lain®:

a. Adanya /draj (Sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).

b. Adanya /dhthirab (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya

sehingga tidak memungkinkan dilakukan tarjih).
c. Adanya A/-Qalb (Pemutarbalikan matan hadis).
d. Adanya penambahan lafadz dalain sebagian riwayat (ziyadah al-isigat).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

8 Ihid, 158
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bagai bahasa yang banyak menggunakan

Bahasa Arab telah dikenal se
ghah lebih mengesankan

n majaz menurut ilmu bala

ungkapan-ungkapan. Ungkapa
daripada ungkapan makna hakiki. Dan Rasulullah juga sering menggunakan

az dalam menyampaikan sabdanya.

ungkapan maj
akup majaz lughawi, ‘aqly, isti'arah, kinayah dan

ya yang {idak mengandun

nene

Majaz dalam hal ini 0
g makna

, atau ungkapan lainn

isti'arah tamsiliyyal
mbicaraan hanya dapat d

jketahui melalu

sebenarnya. Makna majaz dalam pe

qarinah yang menunjukkan makna yang dimaksud.64
Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut iermasuk
hahasan ilmu gharib al-hadits. Karena sesuai dengan definisi yang

dalam pem
adalah ilmu

Shalah bahwa ilmu gharib al- hodits

an oleh Ibnu Al-
am tnatan hadis yang sulit di

dikemukak
pahami

pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dal

g digunakan.(‘5

karena jaran
rapa metode kebahasaan

Tiga metode diatas merupakan sevagian dari bebe

u nahwu dan sharaf sebagai dasar

lainnya yang juga harus digunakan seperti ilm

keilmuan dalam bahasa Arab.
belakang turunnya hadis

ungan makna melalui latar

tang sebab turunnya ayat ataupun nhadis sangatlah

b. Pendekatan dari segi kand
penting,

Mengetahui ten
erti yang pernah dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa mengetahul sebab itu

karena sep

o
o Qardhawi, Studi Kritis. ., 185
65 Rahman, [khtisar .., 321
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menolong dalam memahamkan a/-fiadits dan ayat. karena mengetahui sebab, dapat
mengetahui musabbab (akibat).

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis
dapat dilacek melalui ilmu Asbab Al-Wuriid Al-Hadits Adanya ilmu tersebut dapat
membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari
scjarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang ‘amm (umum)
dan khash (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsiskan
hukum, baik melalui kaidah "a/-‘ibratu bi khushis al-subab” (mengambil suatu
ibrah hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah “al-‘ibratu bi
‘umam al-latd= la bi khushiis al-sabab"” (mengamb:l suatu ibrah itu hendaknya
berdasar pada iafadz yang umum bukan scbab-sebab yang khusus).*

Pada dasarnya ashab al-wuriid al-hadits tercantum dalam hadis itu sendiri,
namun menurut Al-Buqiny, sejarah turunnya hadis itu kadang tercantum dalam
hadis lain. Sehingga melihat kondisi tersebut, banyak kalangan ulama yang
membuat karya tentang ilmu asbab al-wuriid secara independen seperti yang
dilakukan oleti Abu Hamid bin Kaznah Al-Jubary. Dilakukan pula oleh Ibnu
Hamzah Al-Husainy daiam karyanya yang berjudul A/-Bayan wa Al-Ta'rif fi Asbab

Al-Wurid Al-Hadits Al-Syarif.

86 1bid, 327
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